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' cRATURAN DAERAH KABUPATEN GOwWA
l y
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

) RTAMB AN DAN oy i
ipust VN PERTANMBANGANDAN ENERG) bz

Rl v o' v .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA 11 ESA

BUPATI GOWA

a. bahwa Tambang dan [Enepg - _
1Cniﬂll’3ng St Mcrupakan salyp
) saiu  sumbei  potensig] bagi

Peningkatan
Pendapatan Masvarakat dan Pendapatan Agl;
Daerah  oleh  kareny yy penzeiolaan
pengusahaannya  perlu  djatyr dan  disusun
secara  konsepsional  dan  terarah dengan
memperhatikan Pola Pengatyran berdasarkan
asas manfaal, berwawasan Lingkungan dan
berkesinambungan melalui ketentuan
perizinan;

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut dj atas

maka perlu diatur dalam  Peraturan Daerap,

fengingat 1. Undang-undang Nomior 29 Takun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-  daerah Tingkat Il di

Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
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N 74 Tambahan Lembaran Neggr, R
¢ Kl

AN .
- Nomor 1822)

l,lndang—undang Nomor 01 Tahun 1967 tentay,
penanaman Modal Asing (Lembaran Ny,
pl  Tahun 1967 Nomor | Tamabay,,
1 embaran Negara Rl Nomor 2816
sebagaimana telah diubah dengan Undang.
undang  Nomot 11 Tahun 1970 tenggy,
Perubahan Tambahan Undang-undany Nomo;
; Tahun 1907 ientang Penanaman  Mody|
Asing (Lembaran Negara Rl Tahun 197
Nomor 46, Tambahan Lebaran Negara R]
Nomor 2943);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan ~ Pokok  Pertambangan
(Lembaran Negara Tahun 1967

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun
1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918),

Undang-undang  Nomor 23 Tahun 198
tentang Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Lembaran Negara Tahun 1547 Nomor 4

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 |

2
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Undang-undang Nomor 18 Tahyp 199, .

. Ntang
Pajak Daerah dan Retribyg; Daerah

(Lembaran

» Tambahgn
Lembaran Negara RI Nomgr 3685):

Negara RI Tahun 1997 Nomor 4]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rj

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3339);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangar  Keuangan antara Femerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R]

Tahun 1999 Nemor 72, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3848);
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2090 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 temang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan Pemerintah _ dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3952);

3
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor ¢4 Tahy "
0]

tentang Retribusi Dacrah (Lembarap, Neg

Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembarar Negara RI Nomor 4139y

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun jgq

tentang Penyusunan  Peraturan Pemndang,

uridangan dan Bentuk Rancangap Un dang
undang, Peraturan Pemerintah dan Raﬂcangan

Keputusan Presiden;

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Gou:'a Nomor §
Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegay,;
Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerinih
Kabupaten Daerah Tingkat Il Gowa (Lzmbaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Gowa |

Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5)

Dengan persetujuan

MEMUTUSKAN:

JOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOV

TR /] IAN
TENTANG RETRIBUS! 1ZIN PER TAMBANC
DAN ENERG] DAERAH.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

turan Dacrah ini yang dimaksud dengan -
per
Dalﬂm

. Daerah® .

. - intah Daerah adalah Pemerintah Kabupater, Gowa -
pe . ’

’ cala Daerah adalah Bupati Gowa,

Kep?

dalah Kabupaten Gowa ;

‘a2

, Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;

5 Bahan Galian Golongan C adalah semua bahan galian yang tidak
iermasuk golongan bahan galian strategis (A) dan goicngan gal

vital (B):

1an
6. Usaha Pertambangan Umum vyang selanjuinya disebut Usaha
Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui poiensi,
keterdapatan,  kualitas, kuantitas bahan  galian, Kegiatan
penambangan, pengelolaan / pemurnian, penjangkauan / penjualan
termasuk  konstruksi sarana dan prasarana untuk menunjang
pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian selain minyak, gas
| bumi, panas bumi dan air bawah tanah;

- Bahan galian usaha Periambangan yang selanjutnya disebut bahan

talian adalah wnsur-unsur kimia, mineral, bijih, segala macam

’ - e —
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10.

14,

u bara dan gambut yang merupakan €ndapap / 8
. -

uan, bat
bat -

alam,
penyelidikan Umum adalah tahapan usaha Pertambangy, y
1 » an
meliputi survei tinjau dan prospeksi untuk memperoleh i“fOnna-
: i
, umum tentang keterdapatan dan kualitas bahan galian:

secar

Prospeksi adalah tabap penyeledikan  umum dengan -

mempersempit daerah yang mengandung endapan minery) yanp
potensial;

qurvei Tinjau adalah tahapan penyelidikan umum untyk
mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi bagi keterdapatyy

mineral pada skala regional terutama berdasarkan audit gelogis
regional, pemetretan udara dan inspeksi lapangan pendahujua

yang penarikan kes mpulannya beraasarkan eksplorasi;

. Eksplorasi adalah usaha penvelidikan geologis/pertambangan untuk

menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan

gaiian serta melakukan persiapan untuk Eksploitasi;

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan menghasilkan

bahan galian dan memanfaatkannya;

. Pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggl

mutu  bahan-bahan - galian serta untuk memanfaatkan dan
memperolch unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;

Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil
pengelolaan/kemurnian bahan galian dari dacran/tempat eksplorasi

eksploitas dan atau tempat pengolahan/pemurnian;

0
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_./"_

dalah segala usaha penjualan bahap galian dar, hasil |
a 1

Jua]h o/pemurnian bahan galian hasil eksplorys; dan atay

5.7
pgol?
ksp'oimsl; tiap pekerjaan yang berty;

Jamasi adalah S0P A memperpaji
(9

nfaatan atau
usaha pertambangan umum;

6.k
keman
oleh usahid” : -
- pertambangan dan Energi Daerah seianjutnya disetyys SIPD
in

meningkatkan daya guna |ahan Yang diakibatkan

i7 IZ - . .

i7. i Tin Y2 diberikan kepada orang pribadi/badan hukum
a
uk melaksanakan usaha pertarabangan dan energi:
un

18. Retribusi [zin Pertambanmn dan Erergi Daerah yang selanjutnya

dgisebut retribusi, adalah pembavaran atas pembenan jasa atau

pemberian izin Usaha Pertambangan dan Eneg; vang digunakan
untuk kegiatan produksi:

19. Wajib Retribusi adalah Perorangan, Badan Hukum dap Koperasi
yang ~menurut Peraturan  Perundang-undangan diwajibkan
melakukan Pembayaran Retribusi Daerah

20, Retiribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas Kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan fuang,
Pengguriaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertenty guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan:

[ I
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21, Subyek/ WP

menurut pe

Retribusi adalah orang pribadi atay g
an

Ao A Ya
ralli_fa" pcrurldalfg u:‘ldangan retribusj d‘waiibka . fnE
alan pombayaran rtribust A
melarte

2. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertenty Yang mep,
22 ; e . : pak
patas Waktu bagai wajib retribusi untuk memanfaatka )
i
. Jasy
perizinan ‘[Cncntua

;. Surat Keputusen Retribusi Dacrah, yang disinglat gz,
25, " b . u—-.“__;ada]ah
surat keputusan yang menentukan besamya jumial, retribyg;
i Yang

terutang,
24, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD 5 i
- e v Sl
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sapkg; admipn
Strag

berupa bungan dan atau denda;

75 Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan untuk meﬁc'
an,

mengumpulkan dan mengeiolah data dan/atay keterangan lainny
& nnya

N

uniuk menguii kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daeryy

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribys; Daerah

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi |zin Pertambangan dan Erergi Daerah dipug!

elribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan pelayi

|

/
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Pasal 3

R (ribust adalah pemberian Izin, Rekomendas; dan Penggantian

&« Re :

o’ ol ainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah inj yang

g LE1 =
va

y | dengan usaha periall

2

bcrkaﬂ

bangan dan cnerg;.

Pasal 4

ok Retribust adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan

Guby
pcfﬁ_‘v'anan'
BAB [l
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi 1zin Pertambangan dan Energi Daerah digolongkan sebagai

Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

| ) Pemberian izin pertarabangan dan energi dimaksudkan untuk

m :
chgatur, menata, membina dan melakukan pengawasan serta

9
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ondalian kegiatan usaha yang dilzkukan oleh oy
pens i

atau badan hukum. e g
' a ai ma ;
)Memanfaatkan sumber day p mungkiy dan
2

pelestarian lingkungan hidup.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jens
ing 4 .

perizinan yang diberikan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIRUSI

Pasal 8
(1). Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha
yang diselengparakan,
(2). Retribusi Izin Pertambangan dan Energi terdiri dari :
a. Biaya Retribusi Perizinan
b. Biaya Administras; yaitu meliputi biaya formulir  dan

Pendafiaran serifikat, biaya pemeriksaan lapangan dan DIt

lainny,,
10
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jitetapkan sebagal berikut -

o Retrib®®
L
gt bangan
) in kuasa pertampang
| gurat 12
ny,hdlkan UMUM ceneeesenenniin Rp
: o ran kuasa
, SuratiZif perpanjans
pcﬂanlbangan ............................................ Rp
. gyrat izin kuasa pertambangan
3.
T R Rp
. Surat izin perpanjangan kuasa
pertambangan eksplorast ... Rp.
5. Surat izin pengiriman conioh ruah ... Rp.
6. Surat izin kuasa pertambangan eksloitasi ... Rp.
7 Surat izin perpanjangan kuasa |
pertambangan eksploitast . ... vy Rp.
8 Surat izin Kuasa Pertambangan Pengolahan dan
Pemurnian (bagi yang tidak mempunyai kuasa
Pertambangan eksplorasi/mandin ............. Rp.
Y. Surat izin pengakhiran dan pengembalian

Kuasa Pertambangan .............cccoee. coovvunnee. Rp

. 250.000-

125.000.-

. 500.600,-

250.000 -
250.000,-
750.000.-

500.000.-

500.000,-

. 500.000,-

10. Surat izin pemindahan Kuasa Pertambangan Rp. 125.000,-

1. Surat Izin Ralat batas dan luas Wil. Kuasa

Pertambangan

------------------------------------------
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b, Surat Izin Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya pengusahaa
Batu Bara (PKP2B) terdiri dan : n

pertambangarh
1. lzin Penyelidikan Pendahuluan ....................... Rp. 250,007 .
2 Persetujuan Prinsip Aplikasi s Rp. 500-000"

3 Perpanjangan SIPP (Surat Izin Penyelidikan

Pendahuluan) oo R N Rp. 250.000.
4. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan

UMIUIL ovooeveesseesensesssessessssssassss s s st Rp. 750.000..
5. Perpanjangan Tahap Kegiatan .‘enyelidikan

UIUIY . ovoveersenseseseiemenessssssessssscassssssssssss s, Rp. 250.000,-
6. Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorast ............ Rp.i.000.000,-
7. Perpanjangan Tzhap Kegiatan Eksplorast. ...... Rp. 590.000,-
8
9

. Tahap Studi Kelayakan ..., Rp.1.250.000,-
. Perpanjangan Studi Kelayakan. ................... Rp. 500.000,-
10. Tahap Konstrukst. ........cccooiiiiiniinieiieien Rp.i.750.000.-
| L Tahap Operasi Produksl. ..cccpsiussssvimmmnns Rp. 250.090--
12. Perpanjangan Tahap Operasi Produksi .......... Rp.1.000.000;

I3. Penundaan Kegiatan Rp. 250.000;

.....................................

14. Pembatalan Terminas Rp. 250.000;

-------------------------------------

5. Perubahan Luas Wilayah, Rp. 250.000-

------------------------------

16. Perubahan Pemegang Saham ............ccooeeeee - RPQ-SOO'OUO:
17. Persetujuan Perubahar, Miira Kerja Asing dan
Nasional (khusus ol - D— Rp. 230,000

4
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- Zerja dan Blaya . <
paha gencand RT3 BEETETT e Rp. 500.061).-
(U IS e %
st secunty DO o Rp. 250,000 -
. penc Uang , Jaminan Kesungguhan . Rp. 250,000
| [1 ] . ’-
0. Pcncﬂ 1}\o1lr'll\ Jual Beli Hasil Tamh'im,
’ ) ' a1
|’6r5b[“ fang lacr(llllltlsl ......... ' -
pag! perusahaan Y ARG BEEEEEE s s Rp. 250.000.
Jlzn? cmanfaatan Alr
0 Sue {zin pengambilan Air Bawah Tangh
i I qurd
! DAY T Rp. 250.000 -
| - (zin pengolahan Air Bawah Tangh
y S N
(GIP) covervemseeee MBI IR PR R ) Rp. 250.000,-
; Suat Izin Perush. Pengeboran Air Bawah Tanal;
BT Bkl I Bt Rp. 500.000 -
4 Surat [zin Pengambilan Mata Air
(ST .ottt ol L3 cvees Rp. 500.000.-
5. Surat Izin Jurv Bor (S1IB )
it Bawah Tanal wetaad i B i ooy Rp.  50.000 -
¢ Surat Keterangan Izin Pentjauan (SKIP) Perusahaan
PEAIBEIEAT simsacdineia i s me R T X el Rp. 250.000.-

¢ Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Migas terdiri dari :

I. Izin Pendirian dan Penggunaan

Gedung Bahan Peledak di daerah Operasi

.................................................... Rp.  250.000,-
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wilayah KP Eksplorasi sebagai
|
. pel ,
P-ninﬂkﬂ[a" KPPU
b -

Ska]a l: 250000 ................................

wilayah KP Eksplorasi bukan

peta YY1

aan KPPU Skala 1.250.009
peninE | .

1 Wilayah Eksplorasi sebagai

ingkatan KPPU

| Pet

Pen

peta Wilayah KP Eksplorasi bary
(bukan Peningkatan KP Eksplorasi)

khusus untuk Koperasi

Skala 1:250.000 woovooovovs oo

Skala 1:200.000
. Peta Ralat Batas dan luas Wilayah
Skala 1:250.000
Skala 1:200.000
. PetaKP Skala 1:1000 s/d 1:2000
untuk bahan galian  golongan C.

* LuasWilayah KP 0 Has/d 2 Ha
* LuasWilayah KP?2 Has/d4 Ha
Luas Wilayah KP 4 s/d 6 Ha o

--------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------

......... Rp. 1.560.000 -
.......... Rp. 1.750.000 -

........... Rp. 1.500.000 -
........... Rp. 1.750.000 -

........... Rp. 1.500.000,-
........... Rp. 1.750.000,

............ Rp. 250.000,-
............ Rp. 375.000,-
Rp. 500.000,-

* luas Wilayah KP 6 Ha s/d seterusnya ..... Rp. 750.000.-

15
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k Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha p

h, - Peta Ronltd : eTlambangan
Batubara (PKPPB) meliputi .
| Peta Pencadangan Wilayah 1: 250.000 ........ Rp. 250.000"
7 Peta Wilayah Surat Izin Penyelidikan
) pendahuluan (SIPP) Skala 1:250.000 ... Rp. 250.000,-
3 Peta Wilayah Persetujuan Prinsip Aplikasi
Ghala 13230000 v, -~ Rp: 250_000,_

4 Peta Wilayah Persctuiuan Tahap Kegiatan
penvelidikan Umum Skala  1:250.000 ....... Rp. 250,00

5 Peta Wilayah Permulaan Tahap Kegiatan

Eksplorasi Skala  1:200.000 ... Rp. 300.060 -
¢. Peta Wilavah Tahap Studi Kelayakan

Skala  1:200.000 ..o, S Rp. 256.000 -

Slals B IDOD00- s Rp. 300.000...
7. Peta Wilayah Pembatalan/Terminasi |

Skala 1:250.000 ....oooovvmiiiee Rp. 250.000.-

Skala  1:200.000 ..........oo.covvvoemrom Rp. 300.000,-

§. Peta Wilayah Perubahan Luas Wilayah
Skala 1:250.000 Rp. 250.000,-

--------------------------------------------

J. Peta Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah meliputi :
I. Peta Situas; Skala 1:20.000 Rp. 50.000,-

---------------------------

............ o Rp. 75.000,

16
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ahan Galian Skala 1:500.000 - Rp.

T gikasi B2 | 50.000 .
 peld a |
pe Skala 1:250.000 Rp. 75.000,- ?
| 50.000 ........ |
" GCOIOgI Sl\ald 1 2..000 ................ Rp 250 000 -
. pe
BAB VI

pRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
gTRUKTUR DAN BESARNYA TAR[F

Pasal 9

prinsip dan sasaran dalam peretapan struktur dan besarnya tarif
() r
( ibusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau

relenggaraan
cama dengan biaya penyelengg pemberian izin,

l(’) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
') B
 administrasi, tranportasi dalam rangka pemeriksaarn lapangan,

monitoring dan pem binaan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilavah Kabupaten Gowa.

i7

e ——————r
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BAB IX ~

MASA RETRIBI JSI DAN SAAT RETRIBUS; TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahyy g,

dilakukan pendaftaran ulang (diregistras) setiap tahunnya.

Pasal 12
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD ayy

dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dibcrongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada wal\tun) 0
k !
“1aNg membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pung?

(dua
pt.rsen) Setiap bulan dari retribusi yang terutans

dibayar dan ditagih dengan

atau ) k™

menggunakan STRD.
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BAB XI
TATAC ARA PEMBAYARAN

Pasal 15

terutang harus dilunasi sekaligus;
g

o yah '
b yang terutang  berdasarkan jangka waktu

busi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD
j Ret A

V . | oy
yau dokuinen lain yang dipersamakan:

rya cara pembayaran, penyetoran - retribusi diatur dengan  Surat
e

Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16
| Pengeluaran  surat teguran/peringatan/surat lain yang  sejenis
“hagai  awal tindakan pelaksanaan  penagihan  retribusi
dik ; e
ehuarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

) Dalapy jangka wakq

4 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat

teguran/pe; 4
Peringatan/syra lain yang sejenis, wajib retribusi harus

Mehnasi rotrityyc:
asi Tetribusinyg yang terutang:

19
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3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayq( (), ey,
. ! dikey
oleh Pejabat yang berwenang. Ak

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN D

PEMBERASAN RETRIBUS|
Pasal 17

1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanay d
pembebasan retribusi; !

2) Pcnéurangan, keringanan dan pembebasan retribys; sebagaimg
diraksud pasal ini ayat (1) dengan memperhatikan kemamp:,a:
wajib retribusi:

3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribyg

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal i8
(1) Pengawasan dan pengendalian untuk pélaksanaan Peraturan Daerah
ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditctapkan oleh Kepala Daerah.
20
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BAB XV
ETENTUAN PIDANA

Pasal 19

: yang tidak melaksanakan kewajibannyz sehingpa

b _ :
) WY — deerah diancam Pidana paling jama 6 (enam)
eru! :
|11I oy denda sebanvak-banyaknya Rp. 5.000.000 ( lima juta
hulan €
rupiah )

. qindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini  adalah
¢
indak pidana pelanggaran.
BAB XV!
PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah
daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
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B ="
menerima, mencari, mengumpulkan dan me

neliti ketera:\

keterangan atau laporan tersebut menjadj lebi gy

iolas - engkap dan
1€1as

atau laporan berkenaan tindak pidang. di

meneliti, mencari, dan mengumpulkap keterangan

. e 1 n
orarg pribadi atau badan tentang Kebenaran Perbuggy, A
Yan

dilakukan schubungan dergan tindak pidana fetribug;.
meminta keterangan dan bahan bukti dar; ora

ng pribadi aty
badan sehubungan dengan tindak Pidana dj bidang Fetribyc

§
daerah ;

memeriksa  buku-buku, Calatan-catatan, (gap

dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana

retribusi daerah ;

dokllmen. !
dl bidang

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan by
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain sery

melakukan penyitaan terhadap bahan buktj tersebut : |

|

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribus; daerah :

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

alau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

. . |
Memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah |

sebagaimang yang dimaksud pada huryf e,

memotrey SeSe0rang yang berkaitan dengan tindak pidan

|
retnbus;j |

(£
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- ;ranggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
. mer

st
(bagal fersangka atau sak
S o

menghentikan penyidikan ;

; elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
k. . i .

Pen)’idika" tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum
ang dapat dipertang2ung jawabkan.

idik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

) ey » . |
gimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum, sesual dengan ketentuan vyang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah.

[ )
(Y]
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Pasal 22 N

peraturzn Daerah inl mulai berlaku pada tangpal diundangkan

Agar setiap 0rang dapat mengetahuinya, memerintahkqy, Pengung
8an

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara
n

Dag
ah
Kabupaten Gowa.

Disahkan d; Su“gg“minasa

Pada tanggal 14 Jopy 00
J

BUPATI GOw,,
CAP/TTD

DRS. H. HASBULLAH DJABAR.

Diundangkan di  : Sungguminasa
Pada Tangga! - 15 Januari 2003

-

/sf_i_li'}i'E@%_R[s":_uAERAH ABUPATEN GOWA-‘F;/’

-

{ "

o

iy e
\ ~\ DRS. H. A'SULHAM HASAN, MS;
‘:\-:-g‘PAI)ﬂGKAT:'-PErwBINA UTAMA MUDA
P71 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOwa TAHUN X
NOMOR 10 SER] C
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PENJ ELASAN
ATAS

| ppELASAN

Bahwa kegiatan usaha rertambangan dap Energi deyyg, i
‘ ni,

., salah satu sumber PAD vang cykyp tingg;

merupaka dan kegjaa,
obut terus berkembang. Namun disisj |4;, Kegiatan usahg

fers ;

seramangan dan Energi mempunyal dampak atay, PeNgaruh terhadap

lingkungan.

Dampak atau pengaruh vang paling nyata terlihat adalah
terusakan pada sumber dava alam akibat eksploitas; yang berlebihan,
oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar dan
dalan upaya untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Maka
perlu suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa vang
diterapkan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan
usaha/Pertambangan  Energi, bahwa sebelum melakukan Kegiatan
terscbut harus dilengkapi Izin dari pemerintah Daerah. Sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bahwa perizinan vang ditetapkan tersebut merupakan Perizinan

N yang  maksud  dun tujuannya  adalah  pembinaan
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endalian dan pengawasan atas pemanfaatay, -
guna melindungi kepentingan umum day, kel
_ i

pengaturanfpcn

sumber dayaclam n

lingkungan.

Il PENJELASAN pASAL DEMI PASAL

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUAPTEN GOwa
NOMOR .17 e
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